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Upah DIY Naik
- Rp144 Ribu

B UMK Diputuskan Sepekan Lagi

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY menetapkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2024
sebesar Rp2.125.897.61. Jumlah itu naik 7,27
persen atau dari UMP tahun 2023 sebesar

DEMI KESEJARTERAAN &
KEBERLANGSUNGAN USAHA
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Kabupaten/Kota (UMK)
masing-masing. UMP dija-
dikan dasar paling depan
untuk menetapkan UMK.
“UMK-nya semestinya lelkih
tinggi dari UMP, paling lam-
bat tanggal 28 (November
2023) sudah diputuskan
UMK masing-masing ka-
bupaten/kota. Nanti pada
30 November 2023, akan
disampaikan UMK se-DIY
oleh Bapak Gubernur,” je-
las Beny.

Dijelaskannya, perhi-
tungan UMP DIY Tahun
2024 dilakukan bersama
Dewan Pengupahan Pro-
vinsi DIY yang terdiri dari
unsur pekerja, unsur peng-
usaha, unsur pemerintah,
dan unsur pakar/akade-
misi. Merekomendasikan
besaran Upah Minimum
Provinsi dengan memper-
timbangkan variabel per-
tumbuhan ekonomi; inflasi,
dan indeks tertentu.

Berdasarkan kajian ang-
gota Dewan Pengupahan
DIY yang terdiri dari unsur
pakar/akademisi, mem-
pertimbangkan kondisi
perekonomian di DIY, khu-
susnya laju inflasi yang di-
pengaruhi secara dominan
oleh beberapa komoditas
bahan pokok yang dikon-
sumsi langsung oleh para
pekerja/buruh, serta un-
tuk mempertahankan daya
beli pekerja/buruh, dila-
kukan rasionalisasi nilai

inflast.

Adapun rasionalisasi nilai
inflasi yang bersumber dari
data Badan Pusat Statistik
(BPS) pada kelompok komo-
ditas: makanan, minuman,
dan tembakau (kelompok
makanan) sebesar 5,97
persen, serta kesehatan
(kelompok bukan makan-
an) sebesar 5,42 persen.
Berdasarkan hal tersebut,
unsur pakar/akademisi
merekomendasi besaran
inflasi yang telah dirasiona-
lisasi sebesar 5,70 persen,
yang selanjutnya dilakukan
perhitungan menggunakan
ketentuan formula sesual
dengan PP Nomor 51 Tahun
2023.

Perhitungan UMP meng-
gunakan nilai inflasi yang
dirasionalisasi tersebut,
selanjutnya semua unsur
di dalam Dewan Pengu-
pahan DIY (pekerja, peng-
usaha, dan pemerintah)
dalam Sidang Pleno Dewan
Pengupahan DIY yang di-
laksanakan pada Kamis, 16
November 2023 menyusun
rekomendasi besaran UMP
kepada Gubernur DIY, De-
ngan mempertimbangkan
rekomendasi Dewan Peng-
upahan Provinsi, maka
Gubernur DIY menetapkan
UMP DIY Tahun 2024 sebe-
sar Rp2.125.897,61.

Sementara, penetapan
UMK dilakukan dalam hal
hasil penghitungan UMK
lebih tinggi dari UMP. UMK
ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan rekomendasi
dari Bupati/Wali Kota ber-

dasarkan hasil sidang pleno
Dewan Pengupahan Kabu-
paten/Kota. Setelah dite-
tapkan, maka yang berlaku
di masing-masing Kabupa-
ten/Kota adalah UMK.
Diterima

Perwakilan Asosiasi Peng-
usaha Indonesia (Apindo),
Timotius Apriyanto menye-
but, pihaknya tetap meng-
acu pada dua hal dalam
penetapan UMP, yakni per-
lindungan dan peningkatan
kesejahteraan pekerja serta
keberlanjutan usaha. Si-
tuasi industri pada tahun
ini sedang tidak baik-baik
saja. Untuk itu dimensi ke-
berlanjutan usaha harus
ditunjang dari faktor pro-
duktivitas pekerja dan juga
daya saing.

“Kami menghargai serta
percaya apa yang disam-
paikan akademisi dengan
melakukan rasionalisasi in-
flasi. Rasionalisasi itu jadi
ruas sambung antara pe-
kerja dan pengusaha. Kami
akan konsisten menaati apa
yang sudah jadi keputusan.
Angka yang diputuskan itu
adalah yang terbaik bagi se-
mua pihak,” katanya.

Kenaikan UMP praktis
akan mempengaruhi UMK.
Sebab secara normatif UMK
akan lebih tinggi UMP.
Fungsi UMP hanya sebagai
jaring pengaman, sementa-
ra UMK yang justru akan
digunakan sebagai acuan
pengupahan. Menurut dia,
Kulon Progo akan menga-
lami tantangan tersendiri
dalam menetapkan UMK.

Pasalnya pertumbuhan
ekonomi di Kulon Progo
paling tinggi dibandingkan
kabupaten/kota lain di DIY.
Wakil Ketua Apindo DIY itu
menyebut pengusaha yang
bergerak di industri peng-
olahan akan bekerja keras
untuk menunaikan kewa-
jibannya.

Koordinator Dewan Peng-
upahan unsur pekerja, Ya-
timan mengungkapkan,
sejak awal pihaknya sudah
sepakat bahwa skema per-
hitungan UMP 2024 ha-
rus dilandasi oleh PP No.
51/2023:. Dikatakannya,
sebagian kelompok pekerja
memang ada yang mengu-
sulkan kenaikan upah 2024
minimal 25 persen. hanya
saja pihaknya mengusul-
kan agar kenaikan upah
2024 minimal sama dengan
kenaikan pada tahun se-
belumnya. Hal ini didasari
pada daye beli buruh yang
semakin lama semakin me-
nurun.

“Namun dengan kena-
ikan sebesar 7,27 persen
ini saya rasa itu kami juga
menerima. Ini jalan tengah
yang diambil semua pihak,
dan kami harap pekerja
mensyukuri kenaikannya
seberapa pun, karena peng-
usaha bisa tetap jalan dan
buruh bisa meningkatkan
produktivitasnya dan ke-
sejahteraannya, sehingga
sama-sama mencapai tuju-
an bersama. Meskipun ada
yang tidak puas saya harap
disyukuri,” ucapnya. (han/
maw)
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